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Di Desa Balerejo praktik bagi hasil sawah masih dilakukan secara lisan
tanpa perjanjian tertulis. Sistem perjanjian bagi hasil dalam hukum islam disebut
sebagai akad mukhabarah, yang menekankan keadilan dan kejelasan, dan perjanjian
bagi hasil juga diatur dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 1960. Tujuan dan
penelitian ini adalah untuk melihat bagaimana sistem yang diterapkan di Desa
Balerejo sudah sesuai dengan akad mukhabarah dan Undang-Undang No. 2 Tahun
1960.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris dengan
pendekatan kualitatif. Sumber data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan
dokumentasi yang dilakukan kepada pemilik lahan dan petani penggarap di Desa
Balerejo. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik bagi hasil sawah di Desa
Balerejo dilaksanakan berdasarkan kebiasaan masyarakat dan asas saling percaya
tanpa adanya perjanjian tertulis. Dalam perspektif akad mukhabarah, praktik
tersebut secara umum telah memenuhi rukun dan syarat akad karena terdapat pihak
yang berakad, objek akad, serta pembagian hasil berdasarkan kesepakatan bersama.
Akan tetapi, praktik tersebut belum sesuai dengan ketentuan Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 1960 karena tidak dibuat secara tertulis dan tidak disahkan oleh
kepala desa.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa implementasi sistem
bagi hasil sawah di Desa Balerejo telah sesuai dengan prinsip kerja sama dalam
akad mukhabarah karena mengandung unsur kerelaan, kepercayaan, dan
pembagian hasil yang disepakati bersama. Namun, dari perspektif hukum positif
praktik tersebut belum sepenuhnya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun
1960. Oleh karena itu, diperlukan adanya peningkatan kesadaran hukum
masyarakat untuk membuat perjanjian tertulis agar tercipta kepastian hukum,
perlindungan hak para pihak, dan meminimalisir terjadinya sengketa di kemudian
hari.
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In Balerejo Village, the practice of rice field profit-sharing is still carried
out orally without a written agreement. In Islamic law, the profit-sharing agreement
system is known as a mukhabarah contract, which emphasizes justice and clarity,
while profit-sharing agreements are also regulated in Law Number 2 of 1960. This
study aims to determine how the system implemented in Balerejo Village conforms
to the mukhabarah contract and Law Number 2 of 1960.

This study uses an empirical legal research method with a qualitative
approach. Data sources were obtained through interviews, observations, and
documentation conducted with landowners and tenant farmers in Balerejo Village.
The results of the study indicate that the practice of rice field profit-sharing in
Balerejo Village is carried out based on community customs and mutual trust
without a written agreement. From the perspective of the mukhabarah contract, the
practice generally fulfills the pillars and conditions of the contract because there
are contracting parties, objects of the contract, and profit-sharing based on mutual
agreement. However, the practice is not yet in accordance with the provisions of
Law Number 2 of 1960 because it is not made in writing and is not legalized by the
village head.

Based on the results of the study, it can be concluded that the
implementation of the rice field profit-sharing system in Balerejo Village is in
accordance with the principles of cooperation in the mukhabarah contract because
it contains elements of mutual consent, trust, and agreed profit-sharing. However,
from the perspective of positive law, the practice is not fully in accordance with
Law Number 2 of 1960. Therefore, it is necessary to increase public legal
awareness to make written agreements in order to create legal certainty, protect
the rights of the parties, and minimize disputes in the future.
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